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PERATURAMN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2013

BUPATI BEKASI,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69

L)

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfastan Insenuf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 68
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor | Tahun 2001 entang Pak
daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2012, kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah
perlu dibertkan insentif agar pelaksana pemungut pajak dacrah dapat bekerja
dengan optimal.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan  Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Tahun 2013.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat-(Berita Negara Tabun
19507,

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia MNomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temtang
Pemerintahan Dae¢rah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344},
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Nomor 33 Tahun 2004 temmang Perimbangan Keuangan

Antars Pemerintah Pusat dan Pemenintah Daerah (Lembaran Negara Republik.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Fajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}

Perawran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Revangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6% Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembérnian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Umum. Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010
Nomaor 7);

Peraturan Daerah Kabupaen Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Momor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor |
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisast Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tabhun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun
2009 tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Bekasi Tabun 2012 Nomor 8);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013
{Lembaran Biaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomer 1)

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tabun 2007 tentang Mekanisme
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi {Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B



MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH TAHUN 2013

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan
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Daergh adalah Kabupaten Bekasi,

Kepala Daerah adalah Bupati Bekast;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuvangan dan Aset Kabupaten Bekasi dan
Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Arr Kabupaten Bekasi |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi
Pajak Daerah, yang selanjutnva disebut Pajak, adalah kontribusi wayb kepada daerah yvang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah hag
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data obyek dan subvek
pajak, penetapan besarmya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
SErta Pengawasan penvetorannya,

Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

Penanggungjawab Pengelolaan Kevangan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggungjawab
adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, vaitu Bupati dan
Wakil Bupati,

“Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pejabat vang bertindak selaku koordinator

pengelolaan keuangan daerah, vaitu Sekretaris Daerah;

. Instansi pemungut pajak vang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset vang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah,

. Tenaga lainnya adalah tenaga vang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Tenaga lainnya vang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala

DesaLorah dan Camat,

. Pihak lain vang membantu pemungutan pajak adalah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.
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BAB 11

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Pasal 2

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daersh.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :

s Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehagai penanggung jawab pengelolaan keuangan
daerah;

b Sckretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah:

Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan langgung jawah
masing-masing,

d Desa’Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai Tenaga Lamnya

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
. Diinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air  Kabupaten Bekasi sebagai Pihak

o

Lain vang membantu pemunguian Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah  diberikan Insentif
pemungutan Pajak Daerah,

Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan sebesar
5 %% (lima persen).

Pemberian insentif’ pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis pajak vang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten
Bekasi.

) Besaran insentif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besaran imsentif vang ditetapkan
herdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayar (2) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, .

Besaran insentif untuk pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Air Tanah ditetapkan
schesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Air Tanah.

Pasal 4

|11 Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan .

a. kinerja instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi:
¢. pendapatan dagrah: dan

d. pelayanan kepada masyarakat,



{2} Pemberian msentif didasarkan stas kinerja pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pencapaian
target penerimaan Pajak Daerah per Triwulan

{3) Target Penerimaan Pajak Daerah setiap jenis pajak per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan sebagar bertkut :

TARGET TARGET 5/D TARGET 5/D TARGET 5/D
NO JENIS PAJAK TRIWULAN| | TRIWULANT | TRIWULAN I | TRIWULAN IV
- % ] ]
1 ¥ 3 4 5 ]
1 | Pajak Hotel 25 50 75 Lt
2 | Pajak Restoran 75 GO ES 100
3 | Pajak Hiburan 725 50 | &0 100
4 | Pajak Reklame 15 £l [ 85 100
| |
5 Fajak Penerangan Jalan
Fi 55 75 10

B Pajak Mineral Bukan Logam a

dan Batuan o 3 o
7 | Pajak Parkir 25 50 75 oo
B Pajak Sarang Burung Walet 25 L] Fid 190
a Pajak Air Tanah 25 50 75 100
10 | Bea Perclehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan 20 50 75 100
11 | Pajak Bumi dan Bangunan

Pardesaan dan Bangunan s = 4 e
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PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGIJAWABAN
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagman Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan
Pasal 5

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran insentif
pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



Bagian Kedua
Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

(1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap Triwulan pads awal Triwuaian
berikuinya, apabila telah mencapai target kinerja Trivulan.

(21 Apabila target kinerja Triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk Triwulan tersebut
dibayvarkan pada awal Triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinena Trivudan yang
ditentukan,

(%) Apahila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan
insentif vang sudah dibayarkan untuk triwulan sehelumnya,

{4) Dalam hal tarpet pencrimasn pada akhic triwalan TV realisasi mencapad 100 04 {seratus
perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

(51 Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah
mencapal atau melebihi target tiwulan 11, maka insentif diberikan untuk tiwulan 111 dan
triwulan sebelumnya vang belum dibayarkan.

() Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013, pembayaran
[nsentif Pajak Daerah mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Angparan 2013,

Baman Ketiga
Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

Perianggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuam dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Kenangan daerah.

— ' BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian [nsentif untuk tahun anggaran 2013 dibayarkan terhitung mulai bulan Januan 20103 vang
dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBID) Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2013 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.



BAB Y
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini bérlaku pada enggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan
senempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di  : Cikarang Pusyt
padatanggal : 27 Feerean 2013
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